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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Upah dapat dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh pekerja, 

atau sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan 

kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.1 Menurut 

fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut 

ujrah. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang 

telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk 

membayarnya.2
 

Dasarnya upah (ujrah) adalah salah satu bentuk kompensasi yang 

besarnya ditentukan oleh jasa atau nilai kerja (produktivitas) itu sendiri, 

besaran upah hendaknya juga dikaitkan dengan hak dasar untuk hidup (hifz 

al-nafs) secara layak.3 Upah dalam hal ini dapat dianggap sebagai jumlah 

yang diperoleh seseorang pekerja selama periode waktu tertentu, seperti 

bulan, minggu, atau hari.4 Dengan demikian upah memberikan imbalan 

sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan 

suatu pekerjaan tertentu menurut perjanjian yang telah disepakati.5
 

Upah juga merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas 

tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi 

 

1 M Harir Muzakki and Ahmad Sumanto, “Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields 

Plowing Contracts in Klesem,” Al-‟Adalah, 2017, 483–506. 
2 Muzakki and Sumanto. 
3
 M. Ghufron, “Politik Negara Dalam Pengupahan Buruh Di Indonesia,” Al-Daulah: Jurnal Hukum 

Dan Perundangan Islam 1, no. 2 (2011): 109–34, https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.109-134. 
4 Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, 2020, 7. 
5 Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 2016.141. 
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kerja wajib membayarnya. Allah menghalalkan upah karena upah 

merupakan konpensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan 

perampasan terhadap upah merupakan perbuatan buruk yang akan 

mendapat ancaman siksa dari Allah. 

Upah berdasarkan pendapat Imam Asy-Syafi‟i adalah transaksi 

terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas, harta yang bersifat mubah 

dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.6
 

Ibnu Taimiyah menyebut konsep upah yang adil atau setara menjadi 

konsep otentik di pasaran sebagai harga tenaga kerja (tas‟ir fi al-a‟mal) dan 

memakai kata “upah yang setara” (ujrah al mitsl). Salah satu cara dalam 

memenuhi kebutuhan hidup harus dengan memberikan upah yang adil.7 

Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengatakan mengenai gagasan yang membahas 

upah yang sebanding adalah: “Upah yang setara ditentukan oleh upah yang 

telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua 

belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual beli atau sewa, harga yang 

telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang 

setara. 

Rukun dan syarat upah salah satunya mengenai imbalan sebagai 

bayaran upah dalam hal ini di isyaratkan yang pertama tidak berkurang 

nilainya, harus jelas artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan maka harus 

ditentukan dengan pasti terlebih dahulu dan bisa membawa manfaat. Dalam 

 

 

6 Mumud Salimudin, “Fiqih Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi” 53, no. 9 

(2021): 1689–99. 
7 Camelia Sofwan Al-rasyid, Doli Witro, and Dena Ayu, “Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Upah 

Yang Setara Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan,” El Hisbah 1, no. 2 (2021): 149–58. 
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sebuah hadist, Nabi mengatakan bahwa “Siapa yang akan mempekerjakan 

orang harus memberitahukan upahnya”. 8
 

Regulasi upah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 

Tahun 2003.9 Upah merupakan hak normatif bagi pekerja, Kebijakan 

pengupahan dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi upah minimum, upah lembur, 

upah tidak masuk kerja karena berhalangan, bentuk dan cara pembayaran, 

dan lain-lain. 

Upah juga merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dari 

pengusaha yang dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan menurut 

peraturan perundang-undangan.10. 

Konflik antara buruh dan pengusaha telah menjadi fenomena rutin 

dalam dunia perburuhan di Indonesia.11    Dari sejumlah tuntutan yang 

muncul dalam setiap aksi unjuk rasa, masalah upah selalu saja menjadi isu 

utama yang disuarakan para buruh. 12 salah satunya mengenai upah lembur. 

Upah Lembur adalah gaji yang dibayarkan pada saat pekerja bekerja 

melebihi waktu kerja, Ketentuan waktu kerja lembur merupakan bagian 

dari rencana yang dimaksudkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak 

mungkin diselesaikan di hari kerja atau shift normal. Perjanjian kerja dapat 

dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja di luar jam kerja 

normal di hari kerja. Apabila karyawan bekerja melebihi waktu kerja maka 

berhak mendapatkan upah lembur yang di atur dalam Peraturan Pemerintan 

8 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 2011. 
9 “Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003,” Ketenagakerjaan, no. 1 (2003). 
10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, “Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,” 2021, 6. 
11 Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam. 
12 Ruslan Abdul Ghofur, “Pengupahan Dalam Sistem Upah Indonesia Dan Islam,” Al-‟Adalah 15, no. 

2 (2019): 263. 
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No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, 

Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja13 yang 

selanjutnya dalam penelitian ini disingkat menjadi Peraturan pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut waktu kerja lembur 

hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 

18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.14
 

Penerapan upah lembur bagi karyawan marketing dan kolektor pada 

lembaga pembiayaan Leasing masih menjadi perhatian. Bahwasanya 

menjadi tanda tanya besar terkait tidak adanya penerapan dan pemberian 

upah lembur pada PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro. Persoalan 

pemberian upah jam kerja lembur yang terjadi dalam pelaksanaan 

perjanjian kerja harus memiliki perlindungan hukum yang jelas bagi 

pekerja. Hal ini terjadi pada karyawan PT Mutiara Multi Finance Cabang 

Metro bahwa upah lembur bagi karyawan marketing dan kolektor yang 

tidak ada penerapannya bagi karyawan marketing dan kolektor, baik 

karyawan tetap maupun karyawan outsourching. Karyawan yang bekerja 

pada saat tutup buku diwajibkan bekerja lembur mulai pukul 17.00 – 21.00 

WIB. Prosedur tutup buku ini rutin dilakukan di akhir bulan atau tanggal 

terakhir sebelum masuk ke bulan yang baru. Pada saat karyawan marketing 

dan kolektor bekerja melebihi waktu kerja atau lembur, karyawan tersebut 

tidak dapat mengklaim upah lemburnya bahkan tidak ada prosedur untuk 

memberikan upah bagi karyawan tersebut, dikarenakan dalam prosedur 

 

13
 Peraturan Pemerintah No. 35, „Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja‟, 
2021, 42. 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 35. 
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perusahaan bahwa jam kerja karyawan marketing dan kolektor tetap 

terhitung pada jam operasional biasa yaitu pukul 08.00 – 17.00 WIB.15 

Sedangkan faktanya karyawan bekerja melebihi jam operasional yaitu 

hingga pukul 21.00 WIB. Kemudian upah lembur hanya dapat di klaim 

untuk staff administasi saja yang tidak mendapatkan insentif. Karena 

karyawan marketing dan kolektor tidak dapat mengklaim upah lembur 

sehingga upah yang diterima hanya gaji saja beserta bonus target, bonus 

target pun diberikan apabila karyawan mencapai target yang dicapai saja 

apabila tidak bonus dari targetpun tidak bisa di klaim. 

Prosedur tutup buku di akhir bulan pada PT. Mutiara Multi Finance 

Cabang Metro tentunya sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan untuk 

meng-cut off atau menutup pelaporan keuangan akhir periode. Proses tutup 

buku akhir bulan wajib dilakukan dengan alasan salah satunya 

menganalisis rasio keungan perusahaan yang melibatkan seluruh pekerja 

atau karyawan yang ikut andil dalam prosedur tutup buku tersebut, tanpa 

terkecuali karyawan marketing dan kolektor yang menjadi tombak utama 

capaian target.16 Setiap bulannya karyawan diwajibkan bekerja melebihi 

waktu kerja normal (kerja lembur) operasional jam kerja diakhir bulan 

mulai jam 08.00 WIB hingga paling lambat pukul 20.30 - 21.00 WIB.17 

Jam kerja yang diberlakukan pada perusahaan leasing PT Mutiara Multi 

Finance Cabang Metro tersebut yaitu 8 jam sehari, untuk 6 hari kerja dalam 

 

15 Yogi Nugroho, “Wawancara Dengan Head Office PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro” 29 

Mei 2022. 
16

 Yuda Pratama, “Wawancara dengan Karyawan Kolektor PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro” 

pada 31 Mei 2022 
17 Nugroho, “Wawancara dengan Head Office PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro” Pada 15 Juni 

2022. 
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seminggu. Penerapan upah lembur hanya berlaku pada staff administasi 

saja dan tidak berlaku bagi karyawan devisi markering ataupun devisi 

kolektor. 

Tabel 1.1. Fenomena Kesenjangan upah pekerja PT. Mutiara Multi 

Finance Cabang Metro : 

Fenomena / Realita Peraturan Pemerintah 

1. Karyawan yang bekerja pada saat 

tutup buku di akhir bulan 

diwajibkan bekerja lembur mulai 

pukul 17.00 – 21.00 WIB. 

 

2. Tidak ada penerapan dan 

pemberian upah lembur bagi 

karyawan marketing dan kolektor 

PT. Mutiara Multi Finance 

Cabang Metro yang bekerja 

melebihi jam kerja operasional. 

karyawan tersebut tidak dapat 

mengklaim upah lemburnya. 

 

3. Hal tersebut dikarenakan dalam 

prosedur perusahaan jam kerja 

karyawan marketing dan kolektor 

tetap terhitung di jam operasional 

biasa yaitu pukul 08.00 – 17.00.18 

dan bagi karyawan yang memiliki 

insentif tidak diberlakukan 

mengklaim upah lembur. 

1. UU Cipta Kerja No. 11 tahun 

2020 Pasal 77 

(1) Setiap pengusaha wajib 

melaksanakan ketentuan waktu 

kerja. 

(2) Waktu kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari 

dan 40 (empat puluh) jam 1 

(satu) minggu untuk 6 

(enam) hari kerja dalam 1 

(satu) minggu; atau 8 

(delapan) jam 1 (satu) hari 

dan 40 (empat puluh) jam 1 

(satu) minggu untuk 5 

(lima) hari kerja dalam 1 

(satu) minggu. 

Dalam Pasal 78 menyatakan: 

Pengusaha yang 

mempekerjakan pekerja/buruh 

melebihi waktu kerja wajib 

membayar upah kerja 

lembur.19
 

 

2. Peraturan Pemerintah No. 35 

Tahun 2021 tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih 

Daya, Waktu Kerja dan Waktu 

Istirahat dan Pemutusan 

Hubungan Kerja : 
Pasal 31 menyatakan bahwa 

 
18

 Nugroho. 
19 Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja,” no. 052692 (2020): 1–1187, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11- 

tahun-2020. 
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 Pengusaha yang 
mempekerjakan pekerja/buruh 

melebihi waktu kerja, wajib 

membayar upah lembur.20 

Tidak ada ada kriteria tertentu 

dalam penerapan upah dalam 

peraturan pemerintah. Setiap 

karyawan berhak mendapatkan 

upah lembur apabila melebihi 

jam kerja operational. 

3. Peraturan Perusahaan (SOP) 

pada PT Mutiara Multi 

Finance mengatur bahwa 

setiap karyawan yang melebihi 

waktu kerja dapat mengajukan 

upah lembur hanya saja dalam 

SOP tersebut dikecualikan 

bagi karyawan marketing dan 

kolektor, hal tersebut 

dikarenakan karyawan sudah 

memeiliki insentif atau bonus 

bulanan maka aturan 

perusahaan tidak 

memberlakukan mengenai 

pengajaun upah lembur 

kemudian jam kerja karyawan 

marketing dan kolektor tetap 

terhitung pada jam operasional 
saja. 

Sumber : Data diolah tahun 2022 

 
 

Kewajiban penerapan upah bagi karyawan sesuai dengan penetapan 

PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, setiap pekerja berhak 

memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan 

tanpa diskriminasi dan setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan upah 

yang sama nilainya untuk pekerjaan yang sama.21 Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 27 menyatakan bahwa “Pengusaha 

 

20
 Peraturan Pemerintah no 35, “Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.” 
21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, “Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.” 
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yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar 

upah lembur.
22

 Dalam Pasal 78 UU No.13 Tahun 2003 menyatakan: (1) 

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib 

membayar upah kerja lembur.
23

 

Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 

 

2003 jo. UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, serta pasal 28 dan 29 

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja menegaskan beberapa syarat 

pemberlakukan waktu kerja lembur (Peraturan Pemerintah No. 35 

Tahun 2021), yakni:
24

 

1. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama   4 

(empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam 

dalam 1 (satu) minggu. 

2. Ada perintah dari Pengusaha dan persetujuan dari Pekerja/Buruh 

yang bersangkutan   secara   tertulis   dan/atau   melalui   media 

digital. 

3. Perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud dapat dibuat 

dalam bentuk daftar Pekerja/Buruh yang bersedia bekerja lembur 

yang ditandatangani oleh Pekerja/Buruh yang bersangkutan dan 

Pengusaha. 

 

 

22 Peraturan Pemerintah no 35, “Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.” 
23 “Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003.” 
24 Peraturan Pemerintah no 35, “Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.” 
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4. Pengusaha harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang 

memuat nama Pekerja/Buruh yang bekerja lembur dan lamanya 

Waktu Kerja Lembur. 

5. Wajib membayar Upah Kerja Lembur,   memberi   kesempatan 

untuk istirahat secukupnya, dan memberikan makanan dan 

minuman paling sedikit 1.400 (seribu empat ratus) kilo kalori, 

apabila kerja lembur dilakukan selama 4 (empat) jam atau lebih. 

Pemberian makanan dan minuman   tersebut   tidak   dapat 

digantikan dalam bentuk uang. 

Berdarkan fakta dilapangan dan dikaji berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 35 Tahun 2021 ada ketidaksesuaian yang terjadi dalam 

penerapan upah lembur. Sudah tercantum dengan jelas dalam pasal 31 

berbunyi: 

1. Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) wajib membayar upah 

kerja lembur dengan ketentuan: 

a. Untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 (satu koma lima) kali 

upah sejam; dan 

b. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 (dua) kali 

upah sejam. 

2. Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. 
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3. Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur, apabila 

kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari 

libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) 

jam seminggu, dengan ketentuan perhitungan upah kerja lembur 

dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar 2 (dua) kali 

upah sejam; 

b. Jam kesembilan, dibayar 3 (tiga) kali upah sejam; dan 

 

c. Jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas, dibayar 4 

(empat) kali upah sejam. 

Berdasarkan ketentuan aturan hukum saat ini untuk memfasilitasi 

kepentingan karyawan, mendorong pelaksanaan program perlindungan 

pekerja untuk memastikan hak-hak dasar pekerja dan memastikan 

kesetaraan kesempatan dan perlakuan non-diskriminatif atas dasar apapun 

untuk mencapai kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan dunia usaha yang terus berubah. Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan 

untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang 

bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna 

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 

Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan 

keluarganya.25
 

 
25 Peraturan Pemerintah no 35. 
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Prinsip-prinsip upah dari sudut pandang ekonomi Islam pada dasarnya 

adalah menciptakan keadilan ekonomi untuk semua hubungan perusahaan 

dan karyawan. Tentu saja, prinsip keadilan dalam Islam memastikan bahwa 

upah yang diterima pekerja harus sesuai dengan apa yang pekerja kerjakan 

sebagaimana dengan haknya. Prinsip-prinsip pengupahan yaitu adanya kata 

adil dan kata layak, yang dimana adil yaitu mendapatkan hak yang sama, 

seimbang, jelas atau transparan kemudian layak yaitu upah yang layak 

merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja 

sehingga pekerja tidak tereksploitasi sepihak.26 Ibnu Taimiyah berpendapat 

bahwa dalam transaksi upah harus adanya keadilan, semua akad harus 

didasari pada kesanggupan dari semua pihak untuk sepakat, termasuk 

dalam hal upah pekerja.27
 

Dasar upah menurut Imam Asy-Syafi'i dalam Kitab Al- Umm 

“Rasulullah SAW senantiasa menasehati para sahabat beliau agar 

memberlakukan pekerja-pekerja mereka dengan baik dan memberi mereka 

upah yang cukup dan layak memberikan kesejahteraan diluar upah dan 

menempatkan pekerja sesuai dengan keahliannya kepada pekerja sebelum 

kering keringatnya, maka pemberian upah pekerja haruslah diberikan tepat 

pada waktunya”.28 Firman Allah SWT berbunyi : 

 ن  هَ  وَ̊  .ت'اَ  ف م̊ كَ   َ  ل نَ   ع̊ ضَ   رَ̊  ا ن̊ َ  اَ  ف

هَ  رَ  و̊جَ   َ  ا
 »

 ن 

“…Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka…” 

(Qs. Ath-Thalaq ayat : 6) 
 

26 Ghofur, 18 . 
27 Al-rasyid, Witro, and Ayu, “Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Upah Yang Setara Dan 

Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” 
28 Ifdlolul Maghfur, “Sistem Upah Menurut Ulama Fiqih ( Syafi‟iyah) Dalam Kitab Al-Umm (Teori 
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Dan Praktek Sistem Upah)” 1999, no. December (2006): 1–6. 
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Seperti yang telah diriwayatkan pada hadist dari „Abdullah bin Umar, 

bahwa Rasulullah Shallallahu „alaihi wa Sallam bersabda: 

َ   َ  هَ  قرَ  عَ    ف   َ  َ

 ي
 َ  هرَ  ج̊ َ  أ يَ   جَ  َ  لأا اوَ  طع̊ َ  أ

 ن̊ َ  أ لَ   ب̊.َ  ق
 

“Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum mengering 

keringatnya. (HR. Ibnu Majah).29
 

 
Hadist ini untuk bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesai 

pekerjaannya, sebab menunda pembayaran gaji pegawai bagi perusahaan 

yang mampu adalah suatu kedzaliman. Seperti landasan prinsip upah dari 

sudut pandang ekonomi Islam yaitu keadilan dan kelayakan agar tidak 

merugikan pihak karyawan. Serta pemerintah sebenarnya telah mengatur 

lembur melalui undang-undang ketenagakerjaan. Karena banyak 

perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk bekerja lembur di luar 

jam kerja reguler mereka. Oleh karena itu, pemerintah berpendapat bahwa 

hak dan kompensasi harus dilindungi 

Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian mengenai Analisis 

Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 

terhadap Penerapan Upah Lembur Karyawan Marketing dan Kolektor pada 

PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, 2010. 812. 
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B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

 
1. Fokus 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini akan 

mengkaji mengenai sistem penerapan upah-mengupah karyawan pada 

PT Mutiata Multi Finance (MMF) Cabang Metro. 

2. Sub Fokus Penelitian 

 

Sub fokus penelitian ini yaitu mengkaji mengenai penerapan upah 

lembur pada karyawan marketing dan kolektor pada PT Mutiara Multi 

Finance Cabang Metro yang akan dianalisis berdasarkan Hukum 

Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan hal tersebut, Adapun rumusan masalah sebagai berikut : 

 

1. Bagaimanakah penerapan upah lembur karyawan marketing dan 

kolektor pada PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 ? 

2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan 

upah lembur karyawan marketing dan kolektor pada PT Mutiara Multi 

Finance Cabang Metro ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan paparan di atas maka tujuan yang ingin dicapai: 

 

1. Untuk menganalisis penerapan upah lembur karyawan marketing dan 

kolektor di PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro berdasarkan 

peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. 
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2. Untuk menganalisis penerapan upah lembur karyawan marketing dan 

kolektor pada PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro berdasarkan 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. 

E. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat teori, 

menyempurnakan atau bahkan membantah teori yang telah ada, dan 

untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum dan hukum Islam 

khususnya yang berkaitan dengan penerapan upah untuk pekerja. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan ilmu 

pengetahuan bagi peneliti, mahasiswa, praktisi hukum, regulator dan 

masyarakat secara umum dalam melihat masalah-masalah atau isu 

terbaru terakit penerapan upah lembur. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

Penerapan upah lembur karyawan marketing dan kolektor 

berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah No. 35 

Tahun 2021 (Studi Pada PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro), maka 

perlu adanya referensi yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Untuk 

itu peneliti menelususri semua referensi yang membahas terkait persoalan 

tersebut. Beberapa literatur yang hampir memiliki kesamaan tema dalam 

penulisan proposal Tesis ini, yaitu : 

1. Tesis karya Noer Andini Januariska dan Deddy Efendy Program 

Pascasarjana Universitas Islam Bandung, 2019, dengan judul Hak Upah 
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Lembur yang Tidak Dibayarkan kepada para Pekerja di PT. X 

Kabupaten Sukabumi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan tesis ini menanalisis dalam hal 

pembayaran upah lembur, perusahaan tidak membayarkan upah lembur 

kepada para pekerja sesuai dengan waktu kerja lembur yang dilakukan 

oleh para pekerjanya, upah perjam yang diberikan perusahaan kepada 

para pekerja hanya dihitung sejam, yaitu Rp2.000, kemudian 

perusahaan hanya membayar upah lembur dari jam 18.00 sore hari 

hingga jam 22.00 malam hari. Pekerja dalam melaksanakan lembur 

wajib mendapatkan hak-hak lainnya selain upah yaitu makanan yang 

berkalori, tetapi berdasarkan fakta yang ada, para pekerja apabila 

melaksanakan lembur tidak mendapatkan haknya berupa makanan. 

Perbedaan dalam penelitian dari tesis di atas yaitu dari segi teori yang 

menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 serta objek 

penelitian berbeda, penelitian di atas mengangkat mengenai 

perhitungan upah lembur yang dan metode penelitian juga ada 

perbedaan, Persamaan mengkaji mengenai upah lembur yang diberikan 

pengusaha kepada pekerja kemudian perbedaan tesis di atas 

menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penulis angkat 

menggunakan metode penelitian kualitatif. 

2. Tesis karya Rachma Fitriyanti Nasri Mahasiswa Program Pascasarjana 

Universitas Airlangga, 2019, dengan judul Pelanggaran Pembayaran 

Upah Kerja Lembur dan Pembayaran Insentif dalam Perjanjian Kerja 

Bersama. Tesis ini menganalisis tentang pelanggaran pembayaran upah 
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lembur dan pembayaran insentif dalam perjanjian kerja bersama yang 

khususnya dilakukan oleh pengusaha. Kegiatan antara pengusaha dan 

pekerja dan dilandasi dengan perjanjian kerja yang di atur dalam Pasal 

1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Tentang perjanjian 

kerja bersama dimana perjanjian tersebut tidak dilakukan secara 

perseorangan melainkan harus dengan serikat pekerja dan terdapat 

pelanggaran perjanjian kerjasama salah satunya yaitu upah lembur dan 

insentif. Adanya perbedaan mengenai tesis di atas dengan tesis penulis 

yaitu tesis di atas membahas mengenai wanprestasi yang dilakukan 

perusahaan sedangkan tesis yang penulis angkat membahas mengenai 

upah lembur yang tidak diterapkan perusahaan selain itu perbedaan juga 

terdapat dari segi teori dan onjek penelitian. 

3. Tesis karya A.Yati Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan 

Lampung, 2020, dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah 

Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 

Tentang Implementasi Perhitungan Lembur Karyawan tesis ini 

menganalisis adanya perbedaan perhitungan upah lemburan karyawan 

pada PT Wahana Ottomitra Multiartha. Permasalahan dalam penelitian 

ini mengenai implementasi perhitungan upah lembur karyawan yang 

terjadi di PT. Wahana Ottomitra Multiartha berdasarkan peraturan 

perusahaan SKB 008. Bagi karyawan yang bekerja lembur melebihi 

waktu atau jam kerja di atas pukul 17.00, dan jika hari sabtu terhitung 

mulai dari jam 12.00, maka akan mendapatkan upah kerja lembur 

sesuai dengan ketentuan perusahaan. perhitungan upah lembur 
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karyawan sendiri dapat diklaim dalam hitungan lembur apabila 

karyawan yang sudah bekerja 4 jam, perusahaan akan membayarkan 

upah lembur karyawan Rp. 30.000-, dan apabila waktu kerja lembur 

kurang dari 4 jam maka karyawan tidak dapat mengklaim lemburannya, 

dan apabila karyawan telah bekerja lembur selama 8 jam maka besaran 

upah lembur akan dibayarkan perusahaan Rp. 70.000-, apabila 

karyawan bekerja kurang dari 8 jam misalnya telah melakukan lembur 

selama 6 jam maka besaran upah akan dibayarkan Rp30.000-,. 

Ketidakselarasan perhitungan lembur atau nominal uang lemburan yang 

dengan Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 dan perspektif hukum 

ekonomi syariah belum sesuai jika dilihat dari syarat ijarah yang 

menyatakan kerelaan untuk melakukan akad. Perbedaan tesis di atas 

mengenai hitungan upah yang tidak sesuai dengan upah yang diterima 

serta objek dan teori berbeda. 

4. Tesis karya Toufiq Yulianto Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, 

2020, dengan judul perlindungan terhadap pekerja atau buruh mengenai 

waktu kerja lembur dan upah kerja lembur tesis ini menganalisis 

tentang perlindungan dalam mempekerjakan karyawan lebih dari waktu 

kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena pekerja/buruh harus 

mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan 

kebugarannya. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang 

mendesak yang harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari 

sehingga pekerja/buruh harus bekerja melebihi waktu kerja (Penjelasan 

Pasal 78 ayat 1 UU Ketenaga kerjaan). Dari penjelasan tersebut dapat 
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diketahui bahwa pengusaha harus berusaha agar tidak ada lembur tetapi 

apabila tidak bisa dihindari maka pengusaha harus mematuhi ketentuan 

yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan 

waktu kerja lembur. 

5. Tesis karya Ika Novi Nurhidayati mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul pengupahan dalam persfektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif menganalisis tentang besarnya upah 

harus seimbang dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. 

Pengupahan juga harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat dan asas- 

asas muamalat. Prinsip-prinsip-prinsip itu meliputi segala bentuk 

muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur‟an 

dan Hadis, didasari dengan sukarela, didasarkan atas pertimbangan 

mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, dilaksanakan 

dengan memelihara keadilan. Kemudian ditambahkan pula asas-asas 

muamalat yang terdiri dari asas tabādul al-manāfi‟, asas pemerataan, 

asas „an tarādin atau suka sama suka, asas „adam al-garar, asas al-birr 

wa at-taqwā, dan asas musyarakah. Perbedaan tesis di atas yaitu dari 

segi teori hukum Islam yang digunakan serta objek penelitian yang 

berbeda 

6. E-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 

Mochamad Azyimardi Rayadhi, Muhammad Ali Hanafiah Selian. 

Penelitian ini menjelaskan mengenai aturan dan hak pekerja saat 

melakukan kerja lembur. Permasalahan mengenai perlindungan hak-hak 

pekerja ketika sedang bekerja lembur (over time). Walaupun aturan 
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mengenai hak dan kewajiban pekerja saat lembur sudah diatur dalam 

Undang-Undang namun dilapangan masih banyak perusahaan yang 

mempekerjakan pekerjanya tidak mengikuti aturan dan tata cara yang 

sudah diatur dalam Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa terdapat beberapa kebijakan perusahaan PT. Cahaya Insan yang 

tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang saat melakukan kegiatan 

kerja lembur sehingga tata cara dalam kegiatan kerja lembur tidak 

sesuai dengan yang diatur Undang-Undang Nomor. Persamaan tesis di 

atas dengan penulis yaitu sama sama membahas mengenai upah lembur 

hanya saja ada perbedaan dari teori yang diaangkat dan metode 

penelitian yang berbeda juga. 

7. Journal Al-Adalah, Ruslan Abdul Ghofur, Konflik antara buruh dan 

pengusaha telah menjadi fenomena rutin dalam dunia perburuhan di 

Indonesia. Dari sejumlah tuntutan yang muncul dalam setiap aksi unjuk 

rasa, masalah upah selalu saja menjadi isu utama yang disuarakan para 

buruh. Pemerintah sebenarnya telah berupaya menengahi permasalahan 

ini menerbitkan aturan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan 

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Namun, masalah upah selalu 

saja menempati urutan pertama utama dalam tuntutan para buruh. 

Artikel ini membandingkan konsep upah dalam sistem ekonomi 

kapitalistik dengan konsep upah dalam ajaran Islam. Tujuannya untuk 

memperoleh gambaran bagaimana masing-masing sistem mengatur 

hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Studi ini menemukan fakta 

bahwa dalam ekonomi Islam, upah (ujrah) merupakan produk dari 
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sistem kerjasama tolong menolong yang diwujudkan dalam kontrak 

perjanjian kerja. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalisik, tenaga 

kerja lebih dinilai sebagai salah satu jenis komoditas atau barang modal 

yang akan menghasilkan nilai baru. Persamaan tesis di atas yaitu 

membahas mengenai teori upah hanya saja ada perbedaan teori dan 

perbedaan dari objek yang diteliti. 

8. Jurnal Az Zarqa, Ika Novi Nur Hidayati, penelitian ini mengenai 

perikatan tentang pekerja atau manusia dimana pihak penyewa 

memberikan upah kepada pihak-pihak yang menyewakan. Masalah 

upah sering menjadi pemicu hubungan tidak baik antara pengusaha dan 

pekerja. Hal ini dikarenakan salah satu pihak ada yang merasa 

dirugikan atau teraniaya terhadap upah yang diberikan dibanding 

dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, 

dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dilakukan dengan 

akad tertulis agar masing-masing pihak mengetahui hak-hak serta 

kewajiban-kewajibannya, sehingga hubungan antara pengusaha dan 

pekerja dapat berjalan baik. Dengan adanya keseimbangan antara upah 

dengan pekerjaan yang dilakukan, maka hubungan baik antara 

pengusaha dengan pekerja tetap terjaga. Persamaan tesis di atas yaitu 

membahas mengenai upah hanya ada perbedaan yang terletak pada teori 

yang digunakan serta objek penelitian yang berbeda dari penulis dan 

perbedaan pada sistim akadnya. 

Hasil penelitian membahas tentang perhitungan nominal upah 

lembur yang tidak sesuai, perlindungan terhadap pekerja terhadap jam 
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1. Menjamin pekerja buruh mendaptkan hak- 

hak pekerja tanpa diskriminasi 

2. Mewujudkan kesejateraan, keadilan dan 

kelayakan 

Al-Quran dan Hadist 

Regulasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2021 dan Standar 

Operating Prosedur PT. 

Mutiara Multi Finance 

Upah Mengupah Menurut 

Mazhab Syafi‟iyah dan 

Ibnu Taimiyah 

Fiqih Upah-Mengupah /Ujroh 

kerja lembur, pelanggaran kerjasama antara perusahaan dan pekerja dalam 

bentuk upah lembur dan insentif, namun dari fenomena tersebut belum ada 

yang membahas dari sisi analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan 

Pemerintah No 35 Tahun 2021 terhadap Penerapan Upah Lembur 

Karyawan Marketing dan Kolektor (Studi pada PT Mutiara Multi Finance 

Cabang Metro). Hal ini dikarenakan titik persoalan yang diteliti berfokus 

pada analisis penerapan upah lembur terhadap karyawan marketing dan 

kolektor ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan 

Pemerintah No 35 Tahun 2021. 

Bagan Kerangka Teori 
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Mengupah artinya mengambil manfaat tenaga dari orang lain dengan 

jalan memberi ganti, menurut syarat-syarat tertentu.30 Penerapan upah 

adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, Setiap pekerja/buruh 

berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan. Ini adalah prinsip dasar yang melindungi pekerja/buruh 

atas penghasilan untuk memenuhi kebutuhan yang layak. 

Upah berhak diterima dengan ketentuan sebagaimana pekerjaan telah 

selesai dikerjakan. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.31 

Hadits Nabi tersebut memerintahkan kepada kita untuk memberikan 

kesejahteraan diluar upah dan menempatkan pekerja sesuai dengan 

keahliannya kepada pekerja sebelum kering keringatnya, maka pemberian 

upah pekerja haruslah diberikan tepat pada waktunya sehingga ia 

mempunyai kesempatan untuk membelanjakan serta memenuhi kebutuhan 

hidupnya supaya pada keesokan harinya ia mempunyai energi untuk 

melakukan pekerjaannya lagi dengan baik. Ini menandakan bahwa syari‟at 

Islam sangat memperhatikan kepentingan para pekerja untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

 

Dasar upah menurut Imam Asy-Syafi'i dalam Kitab Al- Umm bahwa 

Rasulullah SAW senantiasa menasehati para sahabat beliau agar 

30 Idris Ahmad S.H., Fiqih Syafi‟i Jilid 2, 2002. 
31 Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. 
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memberlakukan pekerja- pekerja mereka dengan baik dan memberi mereka 

upah yang cukup dan layak memberikan kesejahteraan diluar upah dan 

menempatkan pekerja sesuai dengan keahliannya kepada pekerja sebelum 

kering keringatnya, maka pemberian upah pekerja haruslah diberikan tepat 

pada waktunya sehingga ia mempunyai kesempatan untuk membelanjakan 

serta memenuhi kebutuhan hidupnya supaya pada keesokan harinya ia 

mempunyai energi untuk melakukan pekerjaannya lagi dengan baik. 

Ibnu Taimiyah menyebut konsep upah yang adil atau setara menjadi 

konsep otentik di pasaran sebagai harga tenaga kerja (tas‟ir fi al-a‟mal) dan 

memakai kata “upah yang setara” (ujrah al mitsl). Salah satu cara dalam 

memenuhi kebutuhan hidup harus dengan memberikan upah yang adil.32 

Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengatakan mengenai gagasan yang membahas 

upah yang sebanding adalah: “Upah yang setara ditentukan oleh upah yang 

telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua 

belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual beli atau sewa, harga yang 

telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang 

setara”. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dalam transaksi ekonomi harus 

adanya keadilan, semua akad harus didasari pada kesanggupan dari semua 

pihak untuk sepakat, termasuk dalam hal upah pekerja. 

Ibnu Taimiyyah berkata, "Apabila seseorang menunggangi kuda 

yang disewanya, memasukkan ke pemandian atau menyerahkan pakaian 

atau bahan makanannya kepada orang yang mencuci dan memasaknya, 

 

 

 
32 Al-rasyid, Witro, and Ayu, “Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Upah Yang Setara Dan Relevansinya 

Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” 
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maka mereka berhak mendapatkan sesuai dengan tradisi yang berlaku. 
 

Berdasarkan firman Allah SWT berbunyi : 

 

 ن  هَ  وَ̊  .ت'افَ   م̊ كَ   َ  ل نَ   ع̊ ضَ   رَ̊  ا ن̊ َ  افَ  

هَ  رَ  و̊جَ   َ  ا
 »

 ن 

“… Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah 

mereka...” (Q.S. Ath-Thalaq ayat 6). 
 

Hadist diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah bahwa 

Rasulullah SAW bersabda : “ Tiga orang yang akan menjadi musuhku pada 

hari kiamat yaitu, seseorang yang bersumpah kepadaku lalu ia berkhianat, 

seseorang yang menjual orang yang merdeka kemudian memakan uangnya, 

dan seseorang yang menyewa orang lain yang menyelesaikan pekerjaannya 

tetapi dia tidak memberikan upahnya.33
 

Upah yang wajar atau dalam artian tidak seorang pun yang dirugikan 

adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan 

batas minimum. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas 

taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu. Menetapkan 

upah yang adil bagi pekerja sesuai dengan syari‟ah bukanlah pekerjaan 

mudah. Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyah berpendapat, dasar 

penetapan upah pekerja adalah standar yang cukup artinya gaji atau upah 

pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum. 

Prinsip-prinsip upah dari sudut pandang ekonomi Islam pada 

dasarnya adalah menciptakan keadilan ekonomi untuk semua hubungan 

perusahaan dan karyawan. Tentu saja, prinsip keadilan dalam Islam 

memastikan bahwa upah yang diterima pekerja harus sesuai dengan apa 

 

 
33 Musthafa Dib Al-Bigha, Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum Islam Mazhab Syafi‟I, 2022. 
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yang pekerja kerjakan sebagaimana dengan haknya. Prinsip-prinsip 

pengupahan yaitu adanya kata adil dan kata layak.34
 

Keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, 

perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada 

kebenaran, proporsional. Menurut M. Quraish Shihab, paling tidak ada 

empat makna keadilan, yakni: sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak 

individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya yang 

dinisbahkan kepada Allah.35
 

Regulasi Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 sebagai salah 

satu solusi peran pemerintah juga dalam mengeluarkan kebijakan untuk 

melindungi pekerja dan sebagai salah satu perlindungan hukum untuk 

mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kelayakan serta menjamin pekerja 

buruh mendapatkan hak-hak pekerja tanpa diskriminasi sesuai kebijakan 

dan jerih payah waktu kerja. 36
 

Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi: 

upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena 

berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di 

luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, 

bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang 

dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang 

 

 

 

 

 
34

 Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam. 
35 Ghofur. 
36 Peraturan Pemerintah no 35, “Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.” 
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proporsional, upah untuk pembayaran pesangon dan upah untuk 

perhitungan pajak penghasilan.37
 

 

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian 

lapangan (field Research). Penelitian yang dilakukan dengan sistematis 

dan metode untuk mengungkapkan data suatu penelitian yang dilakukan 

dalam kancah yang sebenarnya.38 Penelitian lapangan dimaksudkan 

untuk mempelajari tentang latar belakang fenomena yang terjadi dan 

interaksi terkait lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya 

yang didapat dari lokasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif data 

yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumen-dokumen data lainnya.39 Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tujuan hukum, nilai 

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma- 

norma hukum. 

 
2. Sifat Penelitian 

 

Penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode 

dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat gambaran, secara 

sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta 

hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.40
 

 
37

 Peraturan Pemerintah no 35. 
38 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, 2022. 
39 Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif,” 2009. 
40 M.S Kaelan, “Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Paradigma, Yogyakarta,” 2005. 
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Penelitian ini menjelaskan mengenai kondisi upah lembur yang 

terjadi di PT. Mutiara Multi Finance. Tidak ada penerapan dan 

pemberian upah lembur bagi karyawan marketing dan kolektor yang 

bekerja melebihi jam kerja operasional, sedangkan di akhir bulan 

diwajibkan bekerja lembur mulai pukul 17.00 – 21.00 WIB, karyawan 

tidak dapat mengklaim upah lemburnya. Prosedur perusahaan bahwa 

jam kerja karyawan marketing dan kolektor tetap terhitung pada jam 

operasional biasa yaitu pukul 08.00 – 17.00. 

 

3. Sumber Data 

 

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini : 

 

a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber 

pertama atau tempat objek penelitian melalui wawancara 

narasumber/sampel dan observasi di PT Mutiara Multi Finance 

Cabang Metro. 

b. Data sekunder adalah data yang diambil melalui studi Pustaka, 

kajian data dokumen. Data sekunder bersumber dari beberapa 

sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber 

hukum primer penelitian ini antara lain Al-Qur‟an, Al-Hadist, 

Undang-Undang dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang dikaji. Kemudian dituangkan dalam kerangka 

teoritis Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 terhadap Penerapan Upah 

Lembur Karyawan Marketing dan Kolektor (pada PT Mutiara Multi 

Finance Cabang Metro. 
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4. Narasumber Penelitian 

 

Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari 

 

20 karyawan. Karyawan marketing berjumlah 7 orang, karyawan 

kolektor 5 orang, 6 Staf Administrasi dan Frontliner, 2 Supervisor pada 

PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan.41
 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan cara observasi, dokumentasi serta wawancara. Dengan 

teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan 

dari narasumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam 

sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan 

dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir. 

 

6. Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian ini digunakan dengan 

menggunakan metode penelitian analisis kualitatif deskriptif berupa 

kata-kata tertulis dan lisan dari informan di lokasi penelitian. 

 

 
 

41 Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.” 
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Analisis bertujuan untuk mengetahui tentang Tentang Penerapan 

Upah Lembur Karyawan Marketing dan Kolektor pada PT Mutiara 

Multi Finance Cabang Metro ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi 

Syariah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 Tahun 

2021. 

Cara berfikir dalam membahas analisis data adalah menggunakan 

metode induktif yaitu menetapkan kesimpulan bersifat khusus dengan 

menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Metode ini 

digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus menjadi 

umum. 

H. Sistematika Pembahasan 

 

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam Penelitian ini 

terdiri dari 5 bab yang akan disajikan dalam sistematika sebagai berikut : 

Bab 1 berisikan pendahuluan latar belakang Masalah, fokus dan sub 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penelitian terdahulu yang relevan, metedologi penelitian, sistematika 

pembahasan. Hal tersebut sebagai Langkah awal dalam mengantarkan isi 

penelitian dalam pembahasan kepada bab selanjutnya. 

Bab II berisikan tentang landasan teori, yang berkaitan dengan 

pembahasan lebih khusus mengenai upah lembur karyawan menurut Hukum 

Ekonomi Syariah, pendapat para Ulama yaitu Mazhab Syafi‟iyah, Ibnu 

Taimiyah dan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. 
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Bab III bab ini berisikan tentang deskripsi gambaran umum objek 

penelitian dalam penerapan upah lembur karyawan marketing dan kolektor 

pada PT Mutiara Multi Finance. 

Bab IV berisi tentang Analisa data berisi sub-sub mengenai penerapan 

upah lembur karyawan marketing dan kolektor PT Wahana Ottomitra 

Multiartha. 

Bab V berisikan penutup yang meliputu simpulan dan rekomendasi
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. SIMPULAN 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan bab-bab di atas 

dapat disimpulkan bahwa penelitian Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 terhadap Penerapan Upah 

Lembur Karyawan Marketing dan Kolektor pada PT Mutiara Multi Finance 

Cabang Metro sebagai berikut : 

1. Mekanisme penerapan upah lembur bagi karyawan marketing dan 

kolektor pada PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro belum 

diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. 

Hal tersebut dikarenakan bagi karyawan yang memiliki insentif bulanan 

atau bonus tidak dapat mengklaim lemburnya, kemudian waktu kerja 

kayawan marketing dan kolektor yang bekerja lembur di hitung sesuai 

dengan jam kerja operasional biasa yaitu puku 08.00 – 17.00, walaupun 

dalam waktu kerja karyawan ikut andil hingga pukul 21.00 WIB atau 

sampai dengan closing. Hal tersebut sudah menjadi aturan tersendiri 

bagi perusahan PT Mutiara Multi Finance. Perusahaan akan 

membayarkan upah lembur bagi karyawan yang tidak memiliki insentif. 

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 dan ditegaskan kembali bahwa 

karyawan yang bekerja lembur berhak atas upahnya dan wajib 

dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja/buruh yang melaksanakan 

pekerjaan dalam waktu kerja lembur. 
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5. Penerapan upah lembur bagi karyawan marketing dan kolektor pada PT 

Mutiara Multi Finance Cabang Metro menurut pandangan Hukum 

Ekonomi Syariah belum menerapkan keadilan, kelayakan dan 

kesejahteraan karyawan. Konsep pemberian upah lembur dinilai kurang 

tranparansi dalam memberikan ketentuan upah lembur karena 

ketidakjelasan kontrak di awal akad dan kurangnya konsultasi terbuka 

apa yang menjadi hak dan kewajiban karyawan. Ibnu Taimiyah 

menyarankan pemberian upah dengan kompensasi yang setara. Namun 

kesetaraan belum terpenuhi karena adanya diskriminasi penerapan upah 

yang tidak berlaku bagi karyawan marketing dan kolektor. Dalam 

Ekonomi Islam pemerintah harus mengeluarkan kebijakan pengupahan 

(penetapan upah). Jadi upah yang setara akan dipertimbangkan oleh 

penetapan upah (musamma). Upah setiap pekerja harus dibayarkan 

berdasarkan kerja dan sumbangsihnya dengan layak. Oleh sebab itu 

tidak boleh mempekerjakan seseorang secara paksa, tidak boleh 

menganiaya ajir, tidak menghalang-halangi upahnya atau mengulur- 

ngulur pembayarannya. Karena barang siapa yang menggunakan jasa 

seorang pekerja tanpa memberinya upah sama saja memperbudaknya 

dan dianggap orang yang memakan tenaga jerih payah seorang pekerja 

serta sama saja seperti menjual seseorang yang berstatus merdeka dan 

memakan harga atas penjualan itu. 
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B. REKOMENDASI 

 

1. Perlu adanya suatu wadah serikat pekerja dalam memperjuangkan hak- 

hak para pekerja, agar tercapainya kesejahteraan, keadilan dan 

kelayakan para pekerja tanpa adanya diskriminasi yang dirasakan 

pekerja. 

2. Perlindungan dan hak hak pekerja yang telah tercantum dalam 

peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah tersebut 

tentunya membutuhkan peran Pemerintah atau adanya intervensi 

Pemerintah untuk mengimplementasikannya dalam melindungi hak-hak 

bagi seluruh pekerja, demi mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan 

pekerja. 
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